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MOTTO

Try Not to Become a Man of Success. Rather Become a Man of Value.

Jangan berusaha menjadi orang yang sukses. Berusahalah menjadi orang yang
bernilai.

(Albert Einstein)

“ Albert Einstein dalam https:/lifehacker.com/try-not-to-become-a-man-of-success-rather-
become-a-ma-1460884136, diakses pada hari Jumat, 20 Juli 2018 pada pukul 07.12 WIB.
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RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan pentingnya peran tanah
dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Begitu pentingnya peranan tanah
tersebut sudah barang tentu banyak pihak yang ingin memiliki dan menguasainya.
Atas landasan itulah, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan lembaga-
lembaga pemerintahannya berupaya untuk menertibkan penguasaan dan pemilikan
atas tanah yang wujudnya adalah hak atas tanah. Oleh karena hal tersebut,
pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) berusaha
memberikan hak atas tanah kepada siapa saja yang berkepentingan atas tanahnya
dengan syarat dan prosedur yang telah diatur. Hal ini sesuai amanah Pasal 33 ayat
(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada
intinya seluruh bumi (tanah), air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai tempat manusia berpijak ataupun
melakukan aktivitas kesehariannya dapat menjadi patokan kemakmuran rakyat
apabila tidak ada gangguan terhadap aktivitas tersebut dari pihak manapun. Oleh
karena itu, untuk memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum hak atas
tanah tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah memberikan ketentuan bagi siapa saja yang
ingin mendapatkan jaminan kepastian hukum yang dalam tulisan skripsi ini
berwujud Hak Atas Tanah. Untuk memperoleh Hak Atas Tanah tersebut, maka
seseorang atau badan hukum harus melakukan serangkaian proses yang dikenal
dengan Pendaftaran Tanah. Wujud akhir dari proses pendaftaran tanah tersebut
(untuk yang pertama kalinya) adalah dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Atas
Tanah. Namun, dalam praktiknya Sertipikat yang diterbitkan guna memberikan
kepastian hukum hak atas tanah masih terdapat banyak masalah di dalamnya.
Masalah yang dimaksud adalah Cacat Hukum Administrasi pada Sertipikat Hak
Atas Tanah. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis mencoba mengkaji dan
menuangkan isi pemikiran penulis dalam tulisan Skripsi yang berjudul
“PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT
HUKUM ADMINISTRASI”.

Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu: Apa akibat hukum
yang timbul atas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum
administrasi?, dan Bagaimanakah penyelesaian hukumnya terkait adanya
sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi?. Metode yang penulis
gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research) dengan
pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach), yang dibantu dengan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder yang dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Sebagai landasan teori yang digunakan dalam tulisan skripsi ini, penulis
menyajikan konsep teoritis yang diuraikan dalam tinjauan pustaka yang dalam
penulisannya terbagi atas 4 (empat) bagian utama agar nantinya menjadi dasar
penulis dalam menjawab permasalahan sebagaimana di atas. Tinjauan pustaka

xii
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yang penulis gunakan yaitu tentang Pendaftaran Tanah, Penerbitan Sertipikat Hak
Atas Tanah, Cacat Hukum Administrasi Pada Sertipikat Hak Atas Tanah, dan
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.

Proses pendaftaran hak atas tanah yang panjang, rumit, dan memerlukan
banyak biaya membuat para pihak yang berkepentingan akan tanahnya melakukan
berbagai cara agar segera memperoleh jaminan hak atas tanah berupa sertipikat.
Selain itu, kelalaian ataupun kecurangan dari para pihak termasuk BPN sebagai
penyelenggara pendaftaran tanah dapat mengakibatkan timbulnya cacat hukum
administrasi pada sertipikat tersebut. Akibat hukum terkait adanya sertipikat yang
cacat hukum administrasi dalam konsep Hukum Administrasi adalah “dapat
dibatalkan”, “batal demi hukum”, atau “batal”. Proses pembatalan sertipikat hak
atas tanah tersebut dapat melalui inisiatif dari pemerintah (BPN) ataupun atas
pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat
yang dimaksud. Hal semacam inilah yang sering menimbulkan sengketa yang tak
sedikit menjadi konflik atau bahkan perkara di bidang pertanahan. Penyelesaian
hukum yang dapat ditempuh terkait hal ini adalah dapat dilakukan melalui atau
menjadi kewenangan BPN yang berbentuk inisiatif dan pengaduan. Jika
penyelesaian dengan cara tersebut tidak berhasil, maka para pihak yang merasa
dirugikan diupayakan sesegera mungkin untuk dilakukan mediasi. Meskipun
mediasi ini bukan kewenangan BPN karena wujud akhirnya adalah Akta
Perdamaian dari Pengadilan, namun menurut penulis BPN harus mengupayakan
hal tersebut sebagai wujud tanggung jawab BPN sebagai lembaga penyelenggara
pendaftaran tanah. Sengketa cacat hukum administrasi pada sertipikat hak atas
tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara sebagaimana di atas dapat
berubah status menjadi perkara pertanahan yang harus diselesaikan melalui
lembaga peradilan. Para pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat keputusan
berupa sertipikat tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan wujud
akhir pembatalan atas sertipikat tersebut jika gugatan diterima.

Saran penulis dalam tulisan skripsi ini, seharusnya masyarakat sebagai
subyek yang menginginkan hak atas tanah harus lebih tertib akan hukum dan
prosedur pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif
dalam mengikuti perkembangan informasi seputar pendaftaran tanah. Bagi
pemerintah atau BPN, hendaknya harus lebih aktif dalam melakukan pemantauan
terkait sertipikat hak atas tanah yang telah dibuat serta aktif melakukan sosialisai
terkait hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan khususnya sertipikat hak atas
tanah. BPN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam
menyelenggarakan pendaftaran tanah seharusnya lebih profesional dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Cacat hukum adminsitrasi pada sertipikat
menunjukkan adanya cacat kerja dari pihak BPN itu sendiri.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang pada
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan proses kehidupan dan
penghidupan masyarakat di Indonesia harus berlandaskan hukum. Dalam
menjalani kehidupan sehari-harinya, masyarakat sangat membutuhkan sumber
daya alam, yang salah satunya adalah tanah. Secara teoritis dan alami, bahwa
keberadaan manusia akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan
peradaban manusia, artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara
kuantitatif berada di muka bumi (tanah)." Tanah sebagai sumber daya ekonomi
merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia sehingga masyarakat ingin
memiliki serta menguasai tanah secara menyeluruh.? Oleh karena tanah
merupakan sumber daya yang tidak dapat bertambah ataupun diperbaharui, maka
harus ada jaminan pengelolaan hak masyarakat Indonesia atas tanah yang
berdasarkan atas prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka untuk mewujudkan konsep
bahwa penggunaan permukaan bumi (tanah) digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD
NRI 1945), maka harus dibuat dan ditetapkan suatu aturan yang mengatur perihal
pertanahan, yang salah satunya adalah memberikan jaminan kepastian hukum
terkait hak atas tanah yang akan digunakan dan dimanfaatkan demi kemakmuran

rakyat Indonesia.

! Andy Hartanto, Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum
Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya, Laksbang Justitia, 2014, him. 1

? Kartika indah Siahaan, dkk. 2015, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat
Dikeluarkannya Sertipikat Ganda yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi, Jurnal Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, him. 3
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Pemberian jaminan kepastian hukum dalam kaitannya hubungan antara
manusia atau badan hukum (subyek hukum) dengan tanah adalah adanya hak atas
tanah yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Pada Pasal
19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043),
(untuk selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan bahwa:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-
hak tersebut;
Cc. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagaimana ketentuan di atas, maka pemberian surat-surat tanda bukti
hak merupakan jaminan kepastian hukum secara tertulis yang diberikan oleh
Negara terhadap subyek hukum di Indonesia. Wujud surat tanda bukti hak
tersebut adalah sertipikat. Lebih lanjut, sertipikat diatur pada Pasal 1 angka 20
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997) yang berbunyi :

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.?
Namun dalam praktiknya, penerbitan sertipikat kerap kali menimbulkan masalah.
Permasalahan yang dimaksud oleh penulis adalah seringnya terjadi cacat hukum
yang ada pada sertipikat hak atas tanah yang umumnya terjadi akibat kesalahan

pada proses penerbitannya, sehingga terjadi ketidaksesuaian data yuridis dan/atau

® Andy Hartanto, Op.Cit, him. 35
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data fisikya. Dalam praktiknya hal tersebut sering ditemukan, padahal pendaftaran
tanah menjadi tonggak awal jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak
atas tanah. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang harus diperhatikan
bukan hanya pada pelaksanaan pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya,
tetapi juga pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang dilakukan apabila terjadi
perubahan, baik pada data fisik maupun data yuridis dari obyek pendaftaran tanah
yang sudah terdaftar.® Namun, dalam praktiknya, di Negara Indonesia masih
banyak terjadi kecacatan administrasi pada sertipikat sebagai tanda bukti hak atas
tanah yang umumnya disebabkan oleh kesalahan yang sifatnya prosedural.

Cacat hukum pada sertipikat hak atas tanah dalam pengertian normatif
telah diatur pada Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) adalah:

Kesalahan prosedur;

Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
Kesalahan subjek hak;

Kesalahan objek hak;

Kesalahan jenis hak;

Kesalahan perhitungan luas;

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

—SQ@ o o0 o

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan hukum yang
ada, serta karena pentingnya fungsi sertipikat hak atas tanah dalam kehidupan
manusia sehingga cacat hukum administrasi pada sertipikat merupakan hal yang
menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka penulis tertarik untuk
mengkaji  permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul
“PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT
HUKUM ADMINISTRASI”.

* Njoo Novi Natalia, 2007, PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM ADMINISTRATIF DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA SEMARANG, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
Semarang, him. 20
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana di atas,
maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Apa akibat hukum yang timbul atas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang
cacat hukum administrasi ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terkait adanya sertipikat hak atas tanah

yang cacat hukum administrasi ?

1.3.  Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan yang bersifat akademis
guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi IImu Hukum yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Salah satu sarana penerapan ilmu dan pengertahuan hukum yang diperoleh
selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam
masyarakat; dan

3. Kontribusi pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi almamater
Universitas Jember, mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, serta

masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :
1. Mengkaji dan menganalisa apa akibat hukum yang timbul atas penerbitan
sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi; dan
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2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya
sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi merupakan faktor penting dalam penulisan dan penyusunan
suatu karya ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi
ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan
hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada
akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran
secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Sebagai pedoman dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis

dalam uraian dibawah.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu
hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian
hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Artinya kegiatan
penelitian hukum (legal research) adalah proses menemukan hukum yang berlaku
dalam kegiatan hidup bermasyarakat.” Penulisan penelitian ini menggunakan tipe
penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,
peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal

penelitian ini.

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta,
2016, him. 60
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1.4.2. Pendekatan Masalah
Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan, dimana dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan oleh penulis digunakan untuk mempermudah dalam
menemukan jawaban dalam permasalahan di dalam tulisan ini adalah sebagai
berikut :
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk
kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti, untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang
lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau
antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
hukum yang sedang dihadapi.” Dalam pendekatan ini, diharapkan
adanya satu konsep tentang apa akibat hukum yang timbul atas
penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi
serta bagaimana penyelesaian secara hukum terkait adanya sertipikat
yang cacat administrasi tersebut.
c. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian normatif, digunakan

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

® Ibid. him. 133
" 1bid. hlm. 135-136
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dilakukan dalam praktik hukum. Kajian pokok dalam pendekatan
kasus ini berangkat dari latar belakang kasus sertipikat yang cacat
hukum administrasi yang dikarenakan adanya kesalahan data yuridis
dan data fisik serta kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan dimana hal tersebut digunakan sebagai referensi bagi

penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.®

1.43. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1)  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.® Bahan hukum primer yang akan
dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini
adalah :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan.

8 1bid, him. 93.

® Ibid, him. 181.
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional.

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan.

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Pemberian Hak Atas Tanah.

2)  Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping
itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: buku-buku
literatur, website/internet, jurnal dan/atau karya tulis ilmiah lainnya yang relevan

serta dapat dipertanggungjawabkan, dan kamus hukum.

3)  Bahan Non Hukum
Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi,

sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum

19 1bid. him. 195-196.
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dan jurnal-jurnal non-hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik
penelitian.'! Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya llmiah dan bahan-bahan lainnya

yang terkait dengan topik penelitian.

1.4.4.  Analisis Bahan Hukum
Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban

dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan

dengan beberapa tahap yaitu® :

a. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu yang hendak dipecahkan;

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non hukum;

c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam

kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam
pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada
kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi
yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum
yang bersifat preskriptif dan terapan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat
memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat

diterapkan.

1 Op. cit, him. 141.

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Persada, 2010, him. 171.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendaftaran Tanah
2.1.1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda Kadaster) yaitu
suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), yang menunjukan kepada luas,
nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah.
Dengan demikian cadastre merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian
dan identifikasi dari lahan dan juga sebagai continuous recording (rekaman yang
berkesimambungan) daripada hak atas tanah.*®

Secara normatif, pengertian Pendaftaran Tanah diatur berdasarkan Pasal
1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan,
pembukuan dan penyajian data fisik dan data yuridis dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya.

Sedangkan menurut Boedi Harsono, Pendaftaran tanah merupakan
suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus
menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai
tanahtanah tertentu yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan

tanda buktinya dan pemeliharaannya.

B AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, CV. Mandar Maju,
1996, him. 18-19.

14 Boedi Harsono, Op.Cit. him. 72-73

10


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kata-kata "terus menerus™ menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
harus selalu dipelihara dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata "teratur"
menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-
undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut
hukum biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum
negaranegara yang melaksanakan pendaftaran tanah. Data yang dihimpun pada
dasarnya meliputi 2 (dua) bidang, yaitu:

1. Data fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan
dan tanaman yang ada di atasnya;
2. Data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau

tidak adanya hak pihak lain.

Yang dimaksud "wilayah" adalah wilayah kesatuan administrasi
pendaftaran, yang bisa meliputi seluruh negara, bisa juga desa atau kelurahan
seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah tersebut. Kata "tanah-tanah tertentu™ menunjuk kepada obyek pendaftaran
tanah. Ada kemungkinan yang didaftar hanyalah sebagian tanah yang dipunyai

dengan hak yang ditunjuk.

2.1.2. Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan azas

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Penjelasan terkait maksud

dari azas-azas tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Azas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama bagi para pemegang ha katas tanah.

b. Azas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah
tersebut diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya.

11
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c. Azas terjangkau, dimaksudkan pelayanan yang diberikan dalam rangka
pendaftaran tanah harus bias terjangkau oleh semua pihak yang memerlukan.

d. Azas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Azas ini
menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus sehingga
data yang tersimpan di Lantor Pertanahan sesuai dengan keadaan di lapangan.

e. Azas terbuka, dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan

mengenai data yang benar sesuai dengan azas mutakhir di atas.

Tujuan dari Pendaftaran Tanah termuat pada Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan,

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hokum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar,

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Oleh karena itu untuk
mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah melalui peraturan perundang-
undangannya mewajibkan untuk mendaftarkan tanahnya yang nantinya akan

diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang telah didaftarkan.

2.2. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
2.2.1. Hak Atas Tanah
Hak atas tanah memberikan wewenang kepada yang berhak untuk

menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Selain itu yang
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berhak juga dibebani berbagai kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat."

Jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan
hukum diatur pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) ialah :

. hak milik,

hak guna-usaha,

hak guna-bangunan,

hak pakali,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang
disebutkan dalam Pasal 53.

SQ@ o0 o

Yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah hak-
hak atas tanah yang keberadaannya diberi sifat sementara, artinya pada suatu
waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi. Hak-hak
yang dimaksud adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan

Hak Sewa untuk usaha pertanian.®

2.2.2. Sertipikat Hak Atas Tanah
2.2.2.1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah

Upaya untuk mewujudkan tujuan UUPA berupa memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya ditempuh melalui
kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkan suatu surat
tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Secara normatif, pengertian sertipikat
diatur berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

1> Suardi, Hukum Agraria, IBLAM, Jakarta Pusat, 2005, him. 31

18 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, him. 290
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Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan
data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam
buku tanah. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau
kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Memperoleh sertipikat adalah hak
pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.*’

2.2.2.2. Tujuan dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah

Tujuan dibuatnya sertipikat adalah untuk menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dengan
diterbitkannya sertipikat maka jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak akan tetap melekat. Oleh karena hal tersebut, sertipikat juga dapat
berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun fungsi utama sertipikat
adalah sebagai alat bukti yang kuat, tetapi sertipikat bukan satu-satunya alat bukti
yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang
masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain. Alat bukti lain itu, misalnya
saksi-saksi, akta jual beli, surat keputusan pemberian hak. Perbedaan antara
sertipikat dengan alat bukti lain tersebut adalah bahwa sertipikat ditegaskan oleh
peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana pasal 32
ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

7 1bid. him. 500
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Yang dimaksud dengan kata “kuat” dalam hal ini berarti selama tidak ada
alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada
dalam sertipikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan.
Sertipikat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran
tanah.

Kekuatan pembuktian pada sertipikat terletak pada kebenaran data fisik
dan data yuridis yang tercantum di dalamnya. Data fisik adalah keterangan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan
di atasnya. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak
pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Dari hal tersebut,
setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijabarkan terkait apa yang
dibuktikan pada sertipikat, diantaranya :*®

Jenis hak atas tanah

Pemegang hak

Keterangan fisik tentang tanah

Beban di atas tanah

Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah.

b E

Untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah pada umumnya diperlukan
usaha, waktu dan biaya. Usaha yang dimaksud adalah dengan mengajukan
permohonan sertipikat dan mempersiapkan surat-surat yang diperlukan,
menghadap pejabat-pejabat tertentu yang prosesnya membutuhkan waktu lama.
Oleh karena itu, seseorang mengurus sertipikat, biasanya karena alasan-alasan
tertentu, yang diantaranya®® :

1. Atas kemauan sendiri
Dalam praktik di masyarakat seringkali ditemukan bahwa alasan
seseorang mengajukan permohonan pengeluaran sertipikat atau dengan kata

lain mendaftarkan hak atas tanahnya karena sadar akan kegunaan sertipikat

18 Effendi Peranginangin, Praktek Hukum Agraria: Sertipikat Hak Atas Tanah, Esa Study
Club, Jakarta 1981, him. 3

19 1bid. him. 10
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dalam rangka pemanfaatan tanah. Alasan lainnya adalah karena hendak

mengamankan atau memperkuat hak atas tanahnya, mempermudah melakukan

hubungan dan perbuatan hukum dengan pihak lain yang membutuhkan

sertipikat; serta

2. Karena adanya perintah peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan rangkaian dalam

penyelenggaran kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali sesuai dengan isi
Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang

berbunyi :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;

. penerbitan sertipikat;

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen

(]

Secara umum, proses penerbitan sertipikat sebagaimana ketentuan di atas

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik yang dalam proses ini dilakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan. Pengukuran dan pemetaan tersebut

meliputi :

a.
b.

C.

d.
e.

Pembuatan peta dasar pendaftaran;

Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran;

Pembuatan daftar tanah; dan

Pembuatan surat ukur.

2. Pembuktian Hak yang terdiri atas pembuktian hak baru dan hak lama

3. Pembukuan hak yang termuat dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan

data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya

dicatat pula dalam surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah dan
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pencatatan pada surut ukur tersebut merupakan bukti bahwa hak yang
bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan
dalam surat ukur secara hukum telah terdaftar haknya.

4. Langkah selanjutnya adalah penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang
telah terdaftar.

2.3. Cacat Hukum Administrasi Pada Sertipikat Hak Atas tanah

Dalam proses pendaftaran tanah memuat kegiatan yang dapat
menimbulkan potensi kesalahan dan kekeliruan atas perbuatan tersebut, sehingga
dapat menghasilkan sertipikat yang cacat hukum administrasi. Cacat hukum
administratif adalah salah satu sebab untuk terbitnya keputusan pembatalan hak
atas tanah. Cacat hukum administrasi ini berkaitan erat dengan data fisik dan data
yuridis sebagaimana yang telah dituliskan oleh pemohon dalam formulir
permohonan hak atas tanah pada saat pertama kali mengajukan permohonan.”

Cacat hukum administrasi dalam sertipikat hak atas tanah dalam
pengertian normatif telah diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
bahwa :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) adalah:

Kesalahan prosedur;

Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
Kesalahan subjek hak;

Kesalahan objek hak;

Kesalahan jenis hak;

Kesalahan perhitungan luas;

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

—mSQ@ o0 o

%% Njoo Novi Natalia, Op.Cit., him. 49
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2.4. Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan

Kebijakan pertanahan nasional dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya
ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Hak menguasai oleh negara yang pada intinya dirumuskan dalam Pasal 2
UUPA memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan berbagai segi
penguasaan tanah yang sejak semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai
tugas pemerintah pusat. Kalaupun ada pelimpahan kewenangan dalam
pelaksanaannya, pelimpahan tersebut dilakukan dalam rangka dekonsentrasi
kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah ataupun kepada
pemerintah daerah dalam rangka medebewind (pembantuan), bukan otonomi
daerah.”

Wewenang adalah bagian penting dari hukum administrasi. Wewenang
diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Ciri utama dari
wewenang adalah bahwa wewenang dilaksanakan secara sepihak dan memiliki
akibat berlaku untuk semua orang.?? Terkait dengan kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan yang dalam hal ini dimiliki oleh Kementerian Agraria beserta
badan-badan di bawahnya khususnya yang berkaitan dengan sertipikat sebagai
wujud tanda bukti hak atas tanah, secara normatif telah diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah yang dapat diuraikan
sebagaimana berikut :

1. Kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif,
dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. (Pasal 2 ayat 1)

2! Arie Susanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 58

22 A’an Effendy dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2017, him. 108

18


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini
meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan
diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara. (Pasal 2 ayat 2).

3. Pelimpahan kewenangan ini hanya meliputi kewenangan mengenai hak atas
tanah di atas tanah negara yang sebagian kewenangan menguasai dari Negara
tidak dilimpahkan kepada instansi atau badan lain dengan Hak Pengelolaan
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal atau ayat yang bersangkutan.
(Pasal 2 ayat 3).

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berwenang untuk
memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang sudah
dilimpahkan kewenangan pemberiannya kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya terkait pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak
pakai, serta perubahan hak atas tanah, apabila atas laporan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya diperlukan berdasarkan keadaan di
lapangan:

5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berwenang untuk
memberi keputusan mengenai:

a) Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat
hukum dalam penerbitannya;

b) Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan
pemberiannya  dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi, untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang
menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum, memberi
keputusan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah
yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
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Propinsi, kecuali atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Kepala Kantor

Pertanahan memiliki kewenangan dalam hal pemberian keputusan mengenai:

a.

pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang
luasnya tidak lebih dari 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi).

pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang
luasnya tidak lebih dari 3.000 M? (tiga ribu meter persegi).

pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang
Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas
Tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M2 (lima
puluh ribu meter persegi).

pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:

1. transmigrasi;

2. redistribusi tanah;

3. konsolidasi tanah;

4. Program yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD; dan

5. Pendaftaran Tanah yang bersifat strategis dan massal.

Sesuai Pasal 7 PMNA 2/2013 dinyatakan bahwa kewenangan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang memberikan keputusan

mengenai:

a.

pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang
luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih

dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.

. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang

luasnya lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari
10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
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c. pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang
Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas
Tanah, atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M2 (lima puluh
ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M? (seratus lima puluh ribu
meter persegi).

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa terdapat
hubungan terkait kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan pembagian
urusan kerja atau kewenangan Badan Pertanahan di tingkat Nasional, Propinsi,
dan Kabupaten/Kotamadya. Dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut,
menjadikan alasan bahwa politik pertanahan tidak boleh lepas dari kerangka
penyelenggaraan pemerintahan secara nasional sebagai perwujudan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan secara teknis mengingat perbedaan
karakteristik pada masing-masing daerah memang dimungkinkan, namun tetap
mempertahankan semangat hukum tanah nasional. Di samping itu, tetap
dibutuhkan suatu badan yang melakukan supervisi terhadap administrasi
pertanahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan kerangka

2
.23

kebijakan nasional.“* Hal ini diperlukan agar terciptanya tertib hukum pertanahan,

tertib administrasi, tertib penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah.

2 Arie Susanti Hutagalung, Op.Cit. HIm. 170
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-
bab sebelumnya, maka hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagaimana
berikut:

1. Akibat hukum yang timbul terkait adanya setipikat hak atas tanah yang cacat
hukum administrasi sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah adalah bahwa
sertipikat atau tanda bukti hak tersebut “dapat dibatalkan”, “batal demi hukum,
atau “batal”. Sertipikat hak atas tanah yang “batal demi hukum” dapat terjadi
karena dalam prosesnya sejak semula badan atau pejabat tidak memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan proses pendaftaran hak atas tanah yang
berasal dari permohonan atau pemberian hak ataupun yang berasal dari
peralihan hak. Kalaupun sertipikat itu diterbitkan, maka tidak ada kekuatan
mengikat atasnya, artinya tanda bukti hak sebagai fungsi dari sertipikat tersebut
tidak pernah ada, ini berarti nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut
tidak memiliki suatu hak apapun. Sertipikat hak atas tanah yang “dapat
dibatalkan” berarti dalam data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam
sertipikat tersebut akan terus mengikat dan kebenarannya harus tetap diakui.
Jika terjadi suatu cacat administratif pada sertipikat hak atas tanah maka akan
tetap menjadi pemilik yang tercantum sesuai nama dalam sertipikat tersebut
sebelum adanya pembatalan dari badan atau pejabat pemerintahan atau
pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan. Sertipikat hak atas
tanah sebagai keputusan yang “batal” artinya sertipikat tersebut bertentangan
dan melanggar prosedur yang bersifat wajib. Sertipikat yang semacam ini jika
dapat dibuktikan bahwa benar-benar melanggar prosedur yang bersifat wajib
harus dinyatakan batal sesegera mungkin tanpa perlu menunggu adanya
gugatan pembatalan dari badan atau pejabat pemerintahan atau pengadilan

yang berwenang untuk melakukannya.
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2. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan terkait adanya sertipikat hak atas
tanah yang cacat hukum administrasi dapat dilakukan melalui BPN atau di luar
BPN. Penyelesaian hukum melalui BPN dapat berupa Inisiatif dari
Kementerian dan Pengaduan dari masyarakat. Penyelesaian melalui BPN dapat
dilakukan atas adanya inisiatif dari kementerian yang berarti pemerintah
berperan aktif dalam upaya penyelesaian hukumnya atau adanya pengaduan
dari masyarakat yang berarti masyarakat yang merasa dirugikan berperan aktif
dalam upaya penyelesaian hukum terkait hak atas tanahnya. Selain itu, sebagai
tanggung jawab organisasi pemerintahan, BPN dapat memfasilitasi mediasi
antara para pihak yang bersengketa. Upaya ini dilakukan guna mencegah
sengketa tersebut tidak memasuki ranah pengadilan, meskipun upaya mediasi
ini  bukan termasuk wewenang dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional karena dalam praktiknya, upaya ini
dilakukan secara sukarela sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau atas
kesepakatan para pihak. Sedangkan penyelesaian hukum yang dilakukan di luar
BPN dapat melalui lembaga peradilan dengan mengajukan permohonan
pembatalan hak atas tanah. Lembaga peradilan yang dimaksud adalah lembaga
peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena
sertipikat yang cacat hukum administrasi tersebut merupakan suatu keputusan
pejabat tata usaha negara sebagai obyek yang dipersengketakan. Putusan
PTUN yang mengabulkan gugatan pembatalan terhadap sertipikat hak atas
tanah yang cacat hukum administrasi tersebut dilaksanakan oleh BPN dengan
permohonan yang diajukan penggugat. Semua penyelesaian hukum terkait
sertipikat hak atas tanah menjadi kewenangan BPN, baik terkait pembatalan
ataupun pencabutan hak atas tanahnya. Sedangkan penyelesaian hukum terkait
kasusnya dapat dilakukan di luar BPN yang kemudian hasil atau keputusan
penyelesaian kasus sertipikat yang cacat hukum administrasi tersebut menjadi

dasar bagi BPN untuk melakukan pembatalan atau pencabutan hak atas tanah.
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4.2 Saran

1. Bagi Masyarakat
Guna mencapai cita-cita hukum secara keseluruhan dan tertib hukum
administrasi pertanahan secara khusus, bagi masyarakat disarankan agar lebih
tertib dalam mengurus sertipikat hak atas tanah. Kebutaan hukum dan
informasi  bagi sebagian opini masyarakat bukan menjadi alasan
ketidakpatuhan untuk mengurus sertipikat, karena pada era ini informasi sudah
dapat diakses dari berbagai sisi. Urgensi sertipikat bagi masyarakat terletak
pada kekuatan pembuktiannya yang sangat kuat. Oleh karena itu, kebenaran
data yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat harus sesuai
kenyataan, artinya masyarakat tidak diperkenankan dengan cara apapun.
Ketaatan terhadap prosedur pendaftaran tanah juga harus dijalankan oleh
masyarakat agar sertipikat cacat hukum administrasi dapat dihindari.

2. Bagi Pemerintah
Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai
organisasi penyelenggara pendaftaran tanah dan mempunyai wewenang dalam
menmberikan hak serta menerbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat haruslah
bijak dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Guna
menghindari cacat hukum administrasi pada sertipikat, maka langkah-langkah
dalam pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah harus
dilakukan sesuai prosedur yang diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan seperti sosialisasi atau penyuluhan
di bidang pertanahan khususnya prosedur pengurusan pendaftaran hak atas
tanah juga harus digalakkan di seluruh wilayah Indonesia agar tertib hukum

administrasi pertanahan dapat segera tercapai.
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